ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ialah bentuk kejahatan serius yang
mengancam martabat manusia dan menjadi isu krusial dalam konteks hukum
nasional maupun internasional. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi
korban eksploitasi karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial yang dimiliki.
Studi ini bertujuan guna menganalisis instrumen hukum nasional yang mengatur
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPPO, khususnya melalui Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan analisis konseptual untuk menelaah efektivitas perlindungan hukum
pada anak sebagai korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP
telah mengatur tindak pidana yang berhubungan pada eksploitasi manusia melalui
Pasal 297 dan Pasal 324, cakupan pengaturannya masih terbatas dan tidak mampu
menjawab kompleksitas perdagangan orang modern. UU PTPPO hadir sebagai lex
specialis yang memberikan perlindungan lebih komprehensif, termasuk pengaturan
unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta hak-hak korban, khususnya
anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan UU PTPPO,
peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta pemenuhan hak korban merupakan
upaya esensial dalam mewujudkan perlindungan anak secara efektif dari kejahatan
perdagangan orang.
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